BERITA NEGARA
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N0.380, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Tim Terpadu.
Penelitian. Peruntukan Dan Fungs Kawasan Hutan

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P. 36/Menhut-11/2010
TENTANG

TIM TERPADU DALAM RANGKA PENELITIAN
PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal
31 ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 48 ayat (6) Peraturan
Pemerintah  Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukan dan Fungs Kawasan Hutan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tim
Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan
Fungs Kawasan Hutan;

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5056);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
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Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasiona (RTRWN)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5097);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2009 tentang Badan Koordinas Penataan Ruang Nasiondl;

Keputusan Presiden Republik Indonesa Nomor 84/P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu Il;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisas Kementerian

Negara;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungs Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs
Eselon [;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-11/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-11/2008 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TIM

TERPADU DALAM RANGKA PENELITIAN
PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN
HUTAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan beris
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan
aam dengan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagal hutan tetap.

Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan
menjadi bukan kawasan hutan.

Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan
cakupan yang luas serta bernila strategis adalah perubahan yang
berpengaruh terhadap kondis biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem,
dan gangguan tata air, serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi
kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi
tetap dan/atau hutan produks terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang
diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan
menjadi kawasan hutan.

Perubahan fungs kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh
fungs hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungs
kawasan hutan yang lain.

Rancangan Peraturan Daerah Proving adalah rancangan peraturan daerah
tentang rencanatata ruang wilayah provins yang disusun oleh gubernur.
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Rencana Tata Ruang Wilayah Proving adalah arahan kebijakan dan
strategi pemanfaatan ruang wilayah provins.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang selanjutnya disingkat
BKPRN adalah Badan yang bersifat ad-hoc dan mempunya fungs
membantu pelaksanaan tugas Presiden dalam koordinas penataan ruang
nasional.

Substansi kehutanan adalah substansi Rencana Tata Ruang Wilayah
Provins dan kabupaten/kota yang bersangkut paut dengan kehutanan.

Konsultas adalah sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana tata ruang
wilayah provins dan kabupaten/kota untuk disesuaikan dengan substans
kehutanan.

Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga
Pemerintah yang mempunyai kompetens dan memiliki otoritas ilmiah
(scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.

Tim Terpadu adalah Tim yang ditetapkan Menteri, terdiri dari lembaga
Pemerintah yang mempunyai kompetenss dan memiliki otoritas ilmiah
(scientific authority) dan instansi terkait bersifat independen yang bertugas
melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada Menteri
terhadap rencana/usulan perubahan kawasan hutan.

Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah Tim yang ditetapkan Menteri,
terdiri unsur Kementerian Kehutanan yang bertugas melakukan penelitian
dan memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap permohonan tukar
menukar kawasan hutan dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar dan
untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah.

Tim Teknis adalah Tim yang bertugas melakukan penyiapan bahan Tim
Terpadu perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan wilayah provinsi.

Kagian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS,
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsp pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegras dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana dan/atau program.

Kriteria adalah ukuran yang digunakan sebaga dasar dalam menentukan
perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondis biofisik serta
dampak sosial dan ekonomi masyarakat.
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20.

21.

22.

23.

Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih
lanjut dan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah
setempat.

Kompetenss adalah keterampilan yang diperlukan seseorang yang
ditunjukan olen kemampuannya untuk konsisten memberikan tingkat
kinerja yang memadal dalam suatu pekerjaan spesifik.

Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di
bidang kehutanan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan
bertanggungjawab di bidang planologi kehutanan.

Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian K ehutanan.
Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a

(1)

(2)

3)

keanggotaan, tugas Tim Terpadu dan Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan
dalam rangka penelitian perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial
melalui tukar menukar kawasan hutan;

keanggotaan dan tugas Tim Terpadu dalam rangka penelitian perubahan
fungs kawasan hutan secara parsial; dan

keanggotaan, tugas dan pelaksanaan Tim Terpadu dalam rangka penelitian
perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provins.

Pasal 3

Penelitian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan
oleh lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetens dan memiliki
otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang
terkait.

Wakil dari lembagal/instans Pemerintah yang ditunjuk dalam Tim Terpadu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya Golongan I11/b
atau sekurang-kurangnya memiliki pengalaman kerja 5 (lima) tahun di
bidang kerjanya dan memiliki latar belakang bidang ilmu dan kompetensi
yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian terpadu.

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh anggota
tim wakil dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau anggota tim lain
yang telah dikonsultasikan dengan Lembaga [Imu Pengetahuan Indonesia.
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(4) Tim Terpadu dalam melaksanakan penelitiannya dapat meminta bantuan
narasumber sesuai kepakaran atau kompetensi yang diperlukan.

(5 Bidang ilmu dan kompetenss sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
meliputi bidang:

a. biofisik;
b. sosal, ekonomi dan budaya; dan
c. hukum dan kelembagaan.

BAB Il

KEANGGOTAAN DAN TUGASTIM TERPADU DALAM RANGKA
PENELITIAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN
SECARA PARSIAL MELALUI TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
Bagian Kesatu
Keanggotaan Tim Terpadu
Pasal 4

Tim Terpadu dalam melaksanakan penelitian perubahan peruntukan kawasan
hutan secara parsia melalui tukar menukar kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a anggotanya berasal dari unsur:

a. Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia;
b. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan unit Eselon | terkait
lainnya lingkup kementerian yang membidangi urusan kehutanan;
c. Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup;
d. Pemerintah daerah; dan
e. Lembagal/instansi terkait lainnya.
Pasal 5

(1) Untuk penelitian terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan
dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar dan untuk kepentingan umum
terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
dilakukan oleh Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan yang anggotanya dari
Kementerian Kehutanan.

(2) Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebaga mana dimaksud pada ayat (1),
anggotanya berasal dari unsur:
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Badan Penelitian dan Pengembangan K ehutanan;

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Planologi K ehutanan;

Direktorat Jenderal Bina Usaha K ehutanan;

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; dan

Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Perhutanan Sosial.

B S < S I <

Bagian Kedua
Tugas Tim Terpadu dan
Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan
Pasal 6

Tim Terpadu dan Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mempunyal tugas.

a. menyusun metodologi penelitian terpadu berdasarkan aspek biofisik, sosial,
ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan;

b. menyusun kriteria perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan
pengaruh terhadap kondis biofisk serta dampak sosia dan ekonomi
masyarakat serta memilah perubahan peruntukan kawasan hutan yang
berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai  strategis
berdasarkan karakteristik wilayah setempat;

c. melakukan pengolahan dan analisis terhadap permohonan tukar menukar
kawasan hutan; dan

d. melaporkan hasil penelitian terpadu dan rekomendasi kepada Menteri
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1) Tim Tepadu dan Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dalam melaksanakan tugasnya dibantu
oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyigpkan administrasi dan perlengkapan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Tim Terpadu dan Tim Tukar Menukar Kawasan
Hutan.
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b. mengumpulkan data, peta dan informasi yang diperlukan dalam proses
penelitian, antaralain:

peraturan perundang-undangan yang terkait;

peta dasar;

perizinan pemanfaatan hutan;

perizinan penggunaan kawasan hutan;

hasi| pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;

tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan;
perubahan fungs kawasan hutan;

pengukuhan kawasan hutan;

. Sebaran gambut; atau

10. penutupan lahan berdasarkan penafsiran citra satelit terbaru.

C. menygjikan data dan peta sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2
sampai dengan angka 10.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur
Jenderal atau pgjabat yang ditunjuk.

BAB Il
KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM TERPADU DALAM RANGKA

PENELITIAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SECARA
PARSIAL

Bagian Kesatu
Keanggotaan Tim Terpadu
Pasal 8

Tim Terpadu dalam rangka penelitian perubahan fungsi kawasan hutan secara
parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b anggotanya berasal dari
unsur:

a. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

b. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan unit Eselon | terkait
lainnya lingkup kementerian yang membidangi urusan kehutanan;

c. Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup;
d. Pemerintah daerah; dan
e. Lembagal/instansi terkait lainnya.

© o N Ok~ wWDdDR
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Bagian Kedua
Tugas Tim Terpadu
Pasal 9
Tim Terpadu sebaga mana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

a. menyusun metodologi penelitian terpadu berdasarkan aspek biofisik, sosial,
ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan;

b. melakukan pengolahan dan analisis terhadap perubahan fungsi kawasan
hutan; dan

c. melaporkan hasil penelitian terpadu dan rekomendasi kepada Menteri
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyigpkan administrasi dan perlengkapan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Tim Terpadu.

b. mengumpulkan data, peta dan informasi yang diperlukan dalam proses
penelitian, antaralain:

peraturan perundang-undangan yang terkait;

peta dasar;

perizinan pemanfaatan hutan;

perizinan penggunaan kawasan hutan;

hasi| pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;

tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan;
perubahan fungs kawasan hutan;

pengukuhan kawasan hutan;

. Sebaran gambut; atau

10. penutupan lahan berdasarkan penafsiran citra satelit terbaru.

c. menygjikan data dan peta sebagamana dimaksud pada huruf b angka 2
sampai dengan angka 10.
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur
Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

© O N O~ wDdDR
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BAB IV

KEANGGOTAAN, TUGAS DAN PELAKSANAAN TIM TERPADU
DALAM RANGKA PENELITIAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN
FUNGSI KAWASAN HUTAN UNTUK WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Tata CaraKonsultasi Teknis
Pasal 11

Perubahan peruntukan dan fungs kawasan hutan untuk wilayah provins
dilakukan berdasarkan usulan dari gubernur kepada Menteri.

Usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah
provinsl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh gubernur
dalam revis rencanatata ruang wilayah provins.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi usulan perubahan
peruntukan dan fungs kawasan hutan seluruh kabupaten/kota di wilayah
provinsl yang diusulkan oleh bupati/walikota kepada gubernur sebagai
bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang
wilayah proving.

Pasal 12

Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah
provins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tidak terdapat
usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, gubernur wajib
menyampaikan surat pernyataan tidak mengubah kawasan hutan kepada
Menteri.

Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah
provinsl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdapat usulan
perubahan peruntukan dan fungs kawasan hutan, gubernur wajib
menyampaikan usulan perubahan peruntukan dan fungs kawasan hutan
wilayah provins kepada Menteri.
Bagian Kedua
Kelengkapan Dokumen
Pasal 13

Gubernur dalam menyampaikan usulan perubahan peruntukan dan fungs
kawasan hutan untuk wilayah provins sebagamana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (2) waib melengkapi dokumen yang terkait dengan usulan
perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
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(2)

(1)

(2)

3)

Dokumen sebagai mana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. peta usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan minimal
dalam petadasar skalal : 250.000 yang dilengkapi dengan:

1. hasil kgian teknis dalam rangka penyusunan usulan perubahan
peruntukan dan fungs kawasan hutan didasarkan pada peta skala
terbesar yang tersedia, dan

2. rencana pemanfaatan ruang.

b. citra satelit liputan paling lama 2 (dua) tahun terakhir yang dapat
menggambarkan dengan jelas kondisi vegetasi dan penutupan lahan atas
kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya;

c. petadan dokumen perizinan kegiatan:
1. pemanfaatan hutan;
2. penggunaan kawasan hutan; dan
3. perubahan peruntukan kawasan hutan.

d. hasil penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan perubahan
peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang akan diusulkan; dan

e. data pendukung.
Pasal 14

Hasil kgian teknis atas kawasan hutan yang diusulkan perubahan
peruntukan dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
huruf aangka 1 meliputi:

a. fungs kawasan hutan;

b. keberadaan kegiatan kehutanan dan non kehutanan;

c. kondis bhiofisk; dan

d. kondis sosial ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan
hutan.

Rencana pemanfaatan ruang atas kawasan hutan yang diusulkan perubahan
peruntukan dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
huruf a angka 2 meliputi rencana pemanfaatan ruang pada setiap
bagian/poligon.

Peta dan dokumen perizinan pemanfaatan hutan sebagamana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf ¢ angka 1 mencakup yang masih dalam
proses dan definitif, meliputi:
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a. lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (ITUPHHK) pada hutan alam;

b. I1zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan
tanaman; dan

C. lzin sah lainnya yang memanfaatkan ruang kawasan hutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peta dan dokumen perizinan penggunaan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf ¢ angka 2 mencakup yang masih
dalam proses dan yang telah mendapat izin pinjam paka kawasan hutan
untuk kegiatan:

a. pertambangan;
b. infrastruktur:
c. fasilitasumum; dan

d. penggunaan kawasan hutan lainnya sesua ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Peta dan dokumen perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf ¢ angka 3 mencakup yang telah
memperoleh persetujuan prinsip dan pelepasan kawasan hutan dari
Menteri, meliputi:

a. perkebunan;
b. transmigrasi/pemukiman penduduk; dan
c. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e,
meliputi:
a. Dokumen perencanaan pembangunan wilayah, yaitu:

1. Proving dalam angka;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPIM) Provinsi; dan

3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Pekerjaan Umum, Perhubungan,
Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Sosial dan Rencana Strategis
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

b. Data dan peta pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan yang
diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya, yaitu:
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1. lokasi pemukiman/tanah milik masyarakat baik yang telah
mempunyai titel hak maupun belum;

2. lokasi lahan garapan masyarakat; dan

3. lokasi areal pemanfaatan tambak, pelabuhan, perikanan, dan ared
usaha lainnya.

c. Datadan petabiofisik, yaitu:
jenis tanah/landsystem;
iklim dan/atau intensitas hujan 10 tahun terakhir;
kelas lereng (slope);
topografi;
sebaran lokasi dan ketebalan gambut; dan
penutupan lahan hasil penafsiran citra satelit terbaru.
Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Teknisdan Tim Terpadu
Pasal 15

o 0k~ wbdpE

Menteri setelah menerima usulan perubahan peruntukan dan fungs kawasan
hutan untuk wilayah provins dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1), memerintahkan Direktur Jenderal untuk membentuk Tim Teknis
dan mengusulkan pembentukan Tim Terpadu.

(1)

(2)

3)

Pasal 16

Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sgjak
mendapat perintah dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
menerbitkan surat permintaan bantuan tenaga kepada Eselon | terkait
lingkup Kementerian Kehutanan dan lembagalinstans terkait untuk
menjadi anggota Tim Teknis dan/atau Tim Terpadu.

Setelah diterimanya wakil dari Eselon | terkait lingkup Kementerian
Kehutanan untuk anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama5 (lima) hari kerja
menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Teknis.

Setelah diterimanya wakil dari lembagal/instanss dan Eselon | terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan usulan pembentukan
Tim Terpadu dan konsep Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim
Terpadu kepada Menteri.


http://www.djpp.depkumham.go.id

15 2010, No.380

(4) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sgak
diterimanya usulan dan konsep Keputusan Menteri tentang Pembentukan
Tim Terpadu sebagamana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan Keputusan
Menteri tentang Pembentukan Tim Terpadu.

Bagian Kempat
Keanggotaan Tim Terpadu
Pasal 17

Tim Terpadu dalam rangka penelitian perubahan peruntukan dan fungs
kawasan hutan wilayah provins sebagamana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c,
anggotanya berasal dari unsur:

a. Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia;
b. Perguruan Tinggi;

c. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan unit Eselon | terkait
lainnya lingkup kementerian yang membidangi urusan kehutanan;

d. Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup;
e. Kementerian yang membidangi urusan tata ruang;
f. Pemerintah daerah; dan
g. Lembaga/instansi terkait lainnya.
Bagian Kelima
Tugas Tim Terpadu
Pasal 18
Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:

a. menyusun metodologi penelitian terpadu berdasarkan aspek biofisik, sosial,
ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan;

b. menyusun kriteria perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan
pengaruh terhadap kondis biofisk serta dampak sosia dan ekonomi
masyarakat dan memilah perubahan peruntukan kawasan hutan yang
berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai  strategis
berdasarkan karakteristik wilayah setempat;

c. melakukan pengolahan, analisis dan pembahasan terhadap usulan perubahan
kawasan hutan untuk wilayah provinsi;

d. melakukan KLHS terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan
untuk wilayah provinsi yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta
bernilal strategis;
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e. melakukan uji konsistensi hasil penelitian terpadu terhadap usulan
perubahan kawasan hutan untuk wilayah provinsg; dan

f. melaporkan hasil penelitian terpadu kepada Menteri dengan tembusan
kepada Direktur Jenderal serta menyiapkan laporan hasil penelitian terpadu
yang akan disampalkan Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

Pasal 19

Pelaksanaan uji konsistens sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e,
dilakukan oleh Tim Terpadu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sgjak tersusunnya laporan sementara hasi| penelitian terpadu.

Bagian Keenam
Mekanisme Kerja Tim Terpadu
Pasal 20

(1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibantu Tim Teknis
dan Gugus Kerja Geographic Information System (GIS).

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas:
a.  mengumpulkan data, peta dan informasi yang diperlukan, antaralain:

6.
7.
8.

o LD

peta dasar;

perizinan pemanfaatan kawasan hutan;

perizinan penggunaan kawasan hutan;

hasi| pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;

perubahan peruntukan kawasan hutan yang mencakup pelepasan
kawasan hutan produks yang dapat dikonversi dan tukar menukar
kawasan hutan;

perubahan fungs kawasan hutan;
data dan peta hasi| tata batas kawasan hutan; atau
peta penutupan lahan berdasarkan penafsiran citra satelit terbaru.

b. mengolah dan mencermati serta menyagikan hasil ploting data dan
Informasi sebagai mana dimaksud pada huruf a.

(3) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beris
gambaran kondisi lapangan dan tipologi perubahan kawasan hutan yang
diusulkan.
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Pasal 21

Tim Teknis dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1), khususnya terkait dengan pengolahan data spasial
didukung oleh Gugus KerjaGIS.

Gugus Kerja GI S sebaga mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Tim Quality Control (QC);

b. Gugus Tugas GIS; dan

c. Tim Pendukung dan Pelaporan/Sekretariat.

Gugus Tugas GIS sebagamana dimaksud pada ayat (2) huruf Db,
mempunyai tugas:

a. mengumpulkan dan mengkompilasi data;

b. melakukan analisis spasial; dan

c. menygjikan hasil kerja dalam bentuk spasial dan non spasial.

Tim Pendukung dan Pelaporan/Sekretariat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢, mempunyai tugas:

a. penyiapan administras dan perlengkapan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Gugus Tugas GIS; dan

b. melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas GIS dalam rangka
penyiapan penyusunan laporan.

Personil Gugus Kerja GIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal

dari pemerintah daerah, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dan Direktorat

Jenderal Planologi Kehutanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh
Pelaporan
Pasal 22

Tim Terpadu dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh)
hari kerja sgak ditetapkan olen Menteri, melakukan penelitian dan
menyampaikan paparan hasil penedlitian dihadapan Direktur Jenderal dan
Eselon | terkait lingkup Kementerian Kehutanan.

Laporan yang berisi rekomendas yang telah dibahas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Tim Terpadu kepada
Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
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3)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

Jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disesuaikan apabila terdapat kendala kesigpan pemerintah daerah dalam
penyiapan data, informas dan pembiayaan.

Pasal 23

Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sgak
menerima laporan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2), melakukan pembahasan akhir hasil penelitian terpadu.

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri menyampakan hasil penelitian Tim Terpadu kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan
terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting
dan cakupan yang luas serta bernilal strategis.

Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sgak diterimanya surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagai mana dimaksud pada ayat (2), menyampai kan:

a. konsep surat Menteri tentang persetujuan substans kehutanan atas
rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provins, kepada Menteri.

b. konsep Keputusan Menteri tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan dan konsep Keputusan Menteri tentang Kawasan Hutan
dan Konservas Perairan Provinsi, kepada Sekretaris Jenderal.

Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sgak menerima konsep Keputusan Menteri tentang Perubahan Peruntukan
dan Fungs Kawasan Hutan dan konsep Keputusan Menteri tentang
Kawasan Hutan dan Konservas Perairan Proving sebaga mana dimaksud
pada ayat (3) huruf b, menyampaikan konsep Keputusan kepada Menteri.

Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tuyuh) hari kerja sgak
menerima konsep surat dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), menerbitkan:

a. Surat tentang persetujuan substansi kehutanan atas rancangan peraturan
daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Proving; atau

b. Keputusan tentang Perubahan Peruntukan dan Fungs Kawasan Hutan
dan Keputusan tentang Kawasan Hutan dan Konservas Perairan
Proving.
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Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
diintegrasikan oleh gubernur dalam revis rencana tata ruang wilayah
provinsi yang dilakukan untuk ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi.
BAB V
MASA KERJA DAN PEMBIAYAAN TIM TERPADU
Bagian Kesatu
Masa KerjaTim Terpadu dan Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan
Pasal 24

Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 bekerja sgak ditetapkan dan berakhir sampai
dengan laporan hasil penelitian disampaikan kepada Menteri.

Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta Tim Terpadu dan Tim Tukar
Menukar Kawasan Hutan untuk memberikan penjelasan dan melengkapi
laporan tambahan dalam proses penetapan perubahan kawasan hutan.

Bagian Kedua
Pembiayaan Tim Terpadu
Pasal 25

Biaya pelaksanaan Tim Terpadu, Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan,
Sekretariat dan Nara Sumber dalam rangka penelitian perubahan
peruntukan kawasan hutan secara parsial melalui tukar menukar kawasan
hutan dibebankan kepada pemohon.

Biaya pelaksanaan Tim Terpadu, Sekretariat dan Nara Sumber dalam
rangka penelitian perubahan fungsi kawasan hutan secara parsia
dibebankan kepada anggaran Pemerintah dan pemerintah daerah serta
dapat diperkuat dengan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak
mengikat sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pelaksanaan Tim Terpadu, Tim Teknis, Gugus Tugas GIS dan Nara
Sumber dalam rangka penelitian usulan perubahan peruntukan dan fungsi
kawasan hutan untuk wilayah provins dibebankan kepada anggaran
pemerintah daerah dan dapat diperkuat dengan sumber pembiayaan lain
yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 26
Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diperuntukkan:
a. rapat pembahasan (honor, transport dan akomodasi rapat);
b. narasumber (honor dan transport);
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transport dan lumpsum peninjauan lapangan;

penyusunan laporan;

penggandaan peta dan laporan;

paparan hasil penelitian terpadu; dan

koordinasi/konsultasi dengan para pihak terkait dengan proses penelitian

terpadu dan proses penetapan Keputusan Menteri tentang Perubahan

Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

(2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada
standar biaya sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya sebagamana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh
pemohon atau pemerintah daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

a. Tim Terpadu yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri
ini dinyatakan tetap berlaku;

b. hasil penelitian terpadu dalam rangka penelitian terhadap usulan perubahan
kawasan hutan yang belum disampaikan kepada Menteri, penyelesaiannya
diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Pada saat Peraturan Menteri ini dinyatakan mulai berlaku:

a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1615/Kpts-VI1/2001 tentang
Pembentukan Tim Terpadu untuk Pengkajian Pemanfaatan dan Penggunaan
Kawasan Hutan yang Berkaitan dengan Perubahan Fungsi dan Peruntukan
Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 8637/Kpts-V11/2002; dan

b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-11/2009 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Konsultass Dalam Rangka Pemberian Persetujuan
Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Daerah dan peraturan pel aksanaannya;

@~ oaop
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dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 29
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 2 Agustus 2010

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 5 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAM ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALISAKBAR
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